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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap
implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka beberapa bagian sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan regulasi

yang ada;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Tenggara Timur;

Indonesia Tahun 1945; L

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
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2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 009 Seri D Nomor
002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Menetapkan :

NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKI RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 009 Seri D Nomor 002,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0018),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ diubah - ayat (4) diubah - ayat (5)
huruf b dan huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Sekretariat DPRD terdiri atas 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas)
Sub Bagian.
(2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD :
Sekretaris DPRD;
Bagian Umum;

Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan;
Bagian Keuangan;
Bagian Humas dan Protokol.

°opoop

(3) Bagian Umum terdiri atas Sub Bagian—sub bagian :
a. Sub Bagian Tata Usaha ;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD;
c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan.

(4) Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan terdiri atas Sub
Bagian-sub bagian :
a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
b. Sub Bagian Perundang-undangan,;
c. Sub Bagian Komisi.

(5) Bagian Keuangan terdiri atas Sub Bagian—-sub bagian :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

(6) Bagian Humas dan Protokol terdiri atas Sub Bagian-sub bagian :
a. Sub Bagian Humas;
b. Sub Bagian Protokol;
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

(7) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(8) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian.




2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan
organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013
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Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan evaluasi
terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, maka beberapa
bagian yaitu Bagian Persidangan dan Risalah serta Bagian Keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu
disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.L



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI

'NOMOR 0063 L

NUSA TENGGARA TIMUR



LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR  : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

SEKRETARIAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM PERSIDANGAN DAN ALAT KEUANGAN HUMAS DAN PROTOKOL
KELENGKAPAN DEWAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA PERSIDANGAN DAN ANGGARAN HUMAS
RISALAH
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TATA USAHA PROTOKOL
KEANGGOTAAN DPRD KEUANGAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN KOMISI EVALUASI DAN PUBLIKASI DAN
PERJALANAN PELAPORAN DOKUMENTASI
KEUANGAN
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